PERATURAN BUPAT! GARUT
NOMOR ikl TAHUN A0 0
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA

Menimbang

% Mengingat

DESA (ADD) DAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR
PEMERINTAH DESA (TPAPD) DI KABUPATEN GARUT

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT.

. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tertib

administrasi pengelolaan keuangan agar pelaksanaannya berjalan
efektif, efisien dan tepat sasaran, maka periu adanya pedoman
umum bagi pengaturan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (T PAPD) di
Kabupaten Garut;

. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, periu ditetapkan

denqan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);

: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. U-ndang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah ' Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

MO

. Pe raturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah'
ProplnS| dan ‘Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Dalam Neégeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35); |

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Oiganisasi Lembaga Teknis Daerah dan
Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 39);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009

Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun

Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009
Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(A.D) DAN- TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR
PEMERINTAH DESA (TPAPD) DI KABUPATEN GARUT TAHUN
ANGGARAN 2009. -



Pasal 1

Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Tunjangan
1 Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009,
8 cantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Pe ;:”tUran'ﬁ’Bupatl ini.

Pasal 2

~.

‘ $a Ej) dan - Tunjangan 'Penghasilan Aparatm Pemerintah Desa (TPAPD) dl
‘Kabﬂpaten Garut Tahun Anggaran 2009.

{

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

DitetapkandiGajut
pada tanggal /3= -7,

BUPATI GARUT -

ACENG H.M. FIKRI, SAg

Blu loF ngkan di Garut

- 2007

BERlTA ‘DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 3 [ TH.
TANGGAL \2 _ | _ -9007

N I?AN PELAKSANAAN ALOKASI

KEBIJAKAN UMUM
Qengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

terhadap dtonoml desa Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensu dari pengakuan
otonoml des maka ﬂkepada‘ deSa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian

h daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan
am ‘ j-akan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
desa dan untuk penin n ”pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa
meémpunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari pemerintah
dan pemerintah daerah-serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber
pendapatan desa, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Desa sebaga| landasan yuridis penetapan kebijakan pemberian bantuan keuangan
kepada desa sekali qs pedoman pengelolaan keuangan dan kekayaan desa bagi
pemennt,a desa. Sek i‘uutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
huruf ¢ dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, serta dalam rangka memberikan
pedoman dalam pengalokasian bantuan keuangan Tunjangan Penghasilan Aparatur
Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009, maka periu
disusun Pedoman Umum Pengaturan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan
Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Garut Tahun

Anggaran 2009.

Sebagaimana penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa, kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Garut adalah
sebe: ar 10 % (sepuiuh per seratus) dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh
Kabupaten Garut dari pemerintah, bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam
ditambah dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Atas dasar
tersebut, besaran ADD yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran
2009 adalah sebesar Rp. 28.719.419.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan
belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 403 desa di
wilayah Kabupaten Garut. Pembagian ADD untuk setiap desa ditetapkan secara
propé"f%ional berdasarkan 4 (empat) variabel yang terdiri atas jumlah penduduk, luas
wilayah, keterjangkauan dan jumilah kepala keluarga miskin.

Adapun Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) merupakan bantuan
ketiangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Garut kepada Desa sebagai stimulus
untuk pemberian tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa beserta perangkatnya diluar
Sekretans Desa yang telah diangkat sebagai PNS. Bantuan keuangan tersebut secara
substansi merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengurangi disparitas
penghasilan antara Kepala Desa, Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan dengan
Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagai PNS, mengingat secara normatif pemberian
tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkatnya merupakan tanggung jawab pemerintah
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sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Atas dasar tersebut, maka besaran bantuan
keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang diperuntukan Desa bagi Tunjangan
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) untuk Tahun Anggaran 2009 adalah .
sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap desa di wilayah
Kabupaten Garut.

Berdasarkan proporsionalitas yang ditentukan oleh 4 (empat) variabel perhitungan ADD
ditambah dengan besaran bantuan keuangan kepada desa yang diperuntukan bagi
TPAPD untuk masing-masing desa, maka akumulasijumiah nilai terbesar dan terkecil
untuk ADD dan bantuan keuangan yang diperuntukan bagi desa dan TPAPD pada Tahun
Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

a. Nilai Terbesar

- ADD terbesar Rp. 151.062.000,-

- ditambah TPAPD Rp. 26.000.000,-
Jumiah Rp. 177.062.000,-
(seratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah)

b. Nilai Terkecil

- ADD terkecil Rp. 51.386.000,-

- ditambah TPAPD Rp. 26.000.000,-
Jumiah Rp. 77.386.000,-

(Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Guna memberikan arah bagi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan
Tunjangan Pénghas:lan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), sehingga terintegrasi dalam
ate _‘an keuangan desa serta akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
a Desa (APBDesa), penggunaannya tepat sasaran dan dapat
awabkan, perlu dibuat pedoman umum pengaturan dan pelaksanaan
Alokasn Danaé Desa (ADD) di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009 dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
HDESA (ADD)

A. Jumiah Bantuan dan Sasaran

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2009 ientang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran
2009, maka besaran ADD yang diperuntukan bagi 403 desa adalah sebesar
Rp. 28.719.419.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta
empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

2. Hasil perhitungan ADD berdasarkan rumus dan variabel sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, maka
besaran/nilai ADD terbesar adalah Rp. 151.062.000,- (seratus lima puluh satu juta
“8fiam puluh dua ribu rupiah) dan besaran/nilai ADD terkecil = adalah
Rp. 51.386. 000 (lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD meliputi :

1. Pengelolaan ADD berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa
yang berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.



2. Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa
dalam APBDesa yang harus dlgunakan secara hemat, terarah dan terkendali;

3. Pertanggung;awaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa,
sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa,;

4. Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya
ddaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa didasarkan pada perencanaan
yang telah ditetapkan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan BPD,
Lembaga Kemasyarakatan atau unsur-unsur lainnya di desa; dan

5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis
dan hqkum.

. Jenis Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD adalah sebagai berikut :
1. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dialokasikan Anggaran
Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30 %
(tiga puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dengan peruntukan sebagai
berikut :

a. Operasionai Pemerintah Desa, yaitu berupa belanja langsung yang meliputi
jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja
modal, meliputi :

1) Belanja barang pakai habis, berupa ATK;

2) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor

3) Biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi;
4) Biaya pelaksanaan rapat; dan

5) Pengadaan barang dan jasa lainnya.

b. Operasional BPD vyaitu berupa belanja langsung yang meliputi jenis belanja
yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal,
meliputi :

1) Honorarium Anggota BPD;
2) Belanja barang pakai habis, berupa ATK;
3) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
4) Biaya perjalanan dinas monitoring dan konsultasi;
5) Biaya pelaksanaan rapat; dan
6) Pengadaan barang dan jasa lainnya.
2. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dialokasikan sebesar 70 %
(tujuh puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa. Jenis kegiatan fisik yang bisa
didanai diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat;
b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;



c. bisa dikerjakan oleh masyarakat; dan

d. dukungan sumber daya pembangunan.

Adapun kategori jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang
dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :

a. infrastrukturfiisik dalam skala kecil yang dapat memberikan manfaat secara
langsung bagi peningkatan perekonomian maupun pelayanan terhadap
masyarakat;

b. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan
c. perekonomian di tingkat desa dan/atau modal tisaha BUMDES.

D. Mekanisme Penyaluran ADD

1.

Pemerintah Desa membuka rekening atas nama bendahara desa pada bank yang
ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD yang dilampiri dengan
berkas persyaratan pencairan kepada Bupati Garut c.g. Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut
melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
Kabupaten Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten
Garut;

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten
Garut menyalurkan ADD langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening
Desa yang bersangkutan:;

Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) ahap. dengan mekanisme pencairan
sebagai berikut -

a. Tahap Pertama

Penyaluran ADD pada tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus)
diperuntukan bagi Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

Syarat pencairan ADD Tahap Pertama adalah sebagai berikut :
Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa;

Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan bendahara desa;
Salinan Nomor Rekening Bendahara;

Kuitansi Penerimaan ADD;

Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD);

Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD).

Daftar Rencana Kegiatan (DRK); dan
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Lembar Kerja (LK) untuk operasional.



b. Tahap Kedua

Pencairan tahap kedua sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) diperuntukan untuk
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. SPJ Tahap pertama yang telah dipertanggungjawabkan 100 %;

2. Laporan perkembangan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD Tahap | rutin
setiap bulan, yang berisi realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD,;

3. Kuitansi Penerimaan ADD Tahap Ii;
4. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap |l; dan

5. Rencana Biaya (RB) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
ekonomi.

E. Institusi Pengelola ADD

Institusi pengelola ADD adalah tim yang terdiri dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten,
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Adapun
susunan keanggotaan dan tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
a. Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi tingkat kabupaten terdiri dari :
1) Bupati Garut, selaku Penanggung jawab;
~ 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, selaku Pengarah;

3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Garut, selaku Ketua;

4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut,
selaku Sekretaris;

5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, dan Inspektur Kabupaten
Garut, selaku anggota; dan

6) Para Kepala Subbidang pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
dan Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, unsur pada Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Setda Kabupaten Garut, dan unsur pelaksana pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Garut selaku staf Sekretariat.

b. Tugas Tim Fasilitasi tingkat kabupaten adalah

1) melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi
tentang ADD;

2) membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada
Tim Pelaksana di tingkat Desa;

‘ 3) menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah
dltetapkan

4) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD
bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setlap proses tahapan
keglatan

5) melakukan fasiltasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat.

c. Tim Fasilitasi tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



2. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
a. Susunan Keanggotaan Tim Pendamping tingkat kecamatan terdiri dari :
1) Camat selaku Ketua;
. 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Anggota.

b. Tugas Tim Pendamping tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :
1) memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;

2) melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang diajukan
oleh Kepala Desa kepada Bupati;

3) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam
setiap proses tahapan kegiatan; dan

4) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya
kepada Bupati melaluj Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

c. Tim Pendamping tingkat Kgcamatan ditetapkan danpgan Keputusan ﬁupati. v

3. Tim Pelaksana Tingkat Desa
a. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana tingkat desa terdiri dari :
1) Kepala Desa, selaku Penanggung Jawab;
2) Sekretaris Desa, selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

3) Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, dan perangkat
desa lainnya selaku anggota; dan

4) Bendahara Desa, selaku bendahara.

b. Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa :

1) mengeloia ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

2) membuat laporan pelaksanaan ADD kepada Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan.

c. Tim Pelaksana tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .-

F. Alur Kegiatan ADD
1. Perencanaan Kegiatan
a. Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan
dengan tujuan, prinsip, kebijakan dan prosedur maupun hal lainnya yang

~ berkaitan dengan ADD agar dapat dipahami oleh penerima serta mampu
mencapai hasul yang diharapkan, yaitu :

a. dlpahammya informasi pokok-pokok ADD yang meliputi pedoman umum,
besaran'dan sasaran, prinsip, kebijakan, kelembagaan dan mekanisme; dan

- b. dipahaminya prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
"ADD.

Peserta sosialisasi tingkat kecamatan, yaitu
1) Camat dﬁfan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2) Instansi Sektoral Kecamatan;

3) Para Kepala Desa;

4) Ketua BPD; dan

5) Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan.
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b. Sosialisasi Tingkat Desa

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi ADD kepada
desa-desa di wilayah kerjanya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut :

1) dipahaminya informasi pokok-pokok ADD yang meliputi pedoman umum,
besaran dan sasaran, prinsip, kebijakan, kelembagaan dan mekanisme; dan

2) kesiapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari mulai perencanaan,
pelaksanaan dan pemeliharaan. |

Peserta sosialisasi tingkat desa, yaitu :

Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Ketua dan anggota BPD;

Ketua dan anggota LPM,;

Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;
Ketua RT/RW, dan

Tokoh Masyarakat.

2 A~

2. Penggalian Gagasan

Untuk mendapatkan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dilakukan
penggallan gagasan dari setiap dusun dengan melibatkan seluruh lembaga-
lembaga yang ada di tingkat dusun seperti RT, RW dan lembaga lainnya serta
warga masyarakat dengan hasil yang diharapkan sebagai berikut : -

a. terakomodlmya kebutuhan seluruh warga masyarakat; dan
b. tersusunnya skala prioritas di tingkat dusun.

3. Musyawarah Perencanaan di tingkat Desa

Musyawarah perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa yang
bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan di tingkat desa dan hasil dari
penggahan gagasan di tingkat dusun. Hasil yang akan dicapai dari musyawarah
perencanaan desa adalah sebagai berikut :

a. ditetapkannya skala prioritas usulan-usulan kegiatan di tingkat dusun;

b. disepakatinya usulan kegiatan yang akan didanai dari ADD; dan

c. disepakatinya pengelola kegiatan terutama untuk kegiatan fisik;

Hasil dari musyawarah perencanaan di tingkat desa tersebut merumuskan
kegiatan-kegiatan yang akan didanai dari bantuan Alokasi Dana Desa baik fisik

maupun non fisik untuk dimasukan dalam APBDes yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

4. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan kegiatan untuk memeriksa kelayakan kegiatan di
masing-masing.lokasi yang akan didanai dari ADD. Verifikasi ini dilakukan oleh Tim
Pendamping Tingkat Kecamatan yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Garut.



G. Pelaksanaan Kegiatan
1. Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab seluruh kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD
adalah Tim Pelaksana tingkat desa. Namun demikian, guna melaksanakan
kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, terutama untuk kegiatan operasional
dapat dibentuk sub-sub tim sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan ekonomi dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan
vang ada di Desa yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan. '

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Tingkat Desa waijib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : .

a. pelaksanaan kegiatan harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran serta
tepat jumiah;

b. penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai
dengan rencana kegiatan yang tercantum dalam DRK; '

c. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara
transparan dan dapat dipertanggungjawakan secara teknis dan administrasi
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan
peléstanan ‘dan pengembangan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan
(pasca pelaksanaan); dan

e. dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tidak boleh dilaksanakan oleh
plhak ketlga (rekanan), karena bantuan alokasi dana desa bersifat stimulan.

2. Eval,qasa

ba -ampenyuSunén !aporan berkala maupun laporan akhir.

3. Pelaporan

Penyampaian iaporan kegiatan-kegiatan di dalam APBDesa yang bersumber dari
ADD dllaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa
dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara
bertahap. Tim Pendamping membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan
tingkat desa di wilayah kecamatan secara bertahap kepada Bupati melalui Tim
Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Adapun format/instrumen yang digunakan untuk
tahapan pelaporan adalah sebagal berikut:

a. Laporan perkembangan pengesahan DRK dan penyaluran bantuan ADD

1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan
pengesahan DRK dan perkembangan penyaluran bantuan ADD masing-
masing Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap bulan dengan
menggunakan format (LAP-DRK-BPD/K-Kec);

2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa
(BPMPD) Kabupaten Garut melaporkan rekapitulasi perkembangan
pengesahan DRK dan penyaluran bantuan Alokasi Dana Desa kepada
Bupati.



b. Laporan hasi!pelaksanaan bantuan ADD

1) Tim Pelaksana Tingkat Desa menyampaikan laporan perkembangan hasil
pelaksanaan fisik dan keuangan bantuan ADD setiap bulan kepada Tim
Pendamping Tingkat Kecamatan dengan menggunakan Format (Lap Desa);

2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di setiap Kecamatan
selaku petugas pendamping bantuan ADD tingkat Kecamatan
menyampalkan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik
dan keu"angan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemenntahan Desa Kabupaten Garut paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya, dengan menggunakan format (Lap-Kec);

3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Garut menyampaikan rekapitulasi perkembangan fisik dan
keuangan dari bantuan ADD serta hasil analisisnya kepada Bupati dengan
menggunakan format (Lap-Kab). ~

H. Pertanggungjawaban ADD

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah
‘Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Desa, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan
keuangan desa dan  pertanggungjawaban ADD  terintegrasi . dengan
pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah
pertanggungjawaban APBDesa. Selanjutnya, dengan  berlandaskan  pada
ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20
Tahun 2008, maka mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah

sebagai berikut :
1. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Peraturan
~ Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

b. Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa
disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama
BPD guna mendapatkan persetujuan bersama, dengan jangka waktu

- penyampaian palmg lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- dan

- ¢. Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD, maka
Rancangan Peraturan Desa tentang Peﬂanggung;awaban Pelaksanaan
APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa. |

2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

. PEDOMAN UMUM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA (TPAPD) |

A. Jumlah Bantuan dan Sasaran

Besaran bantuan keuangan yang diperuntukan TPAPD pada Tahun Anggaran 2009
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut
Tahun .Anaaaran..2009.. adalah sebesar Rp. 10.478.000.000. (sepuluh _milyar empat
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Kabupaten Garut, masing-masing desa menenma sebesar Rp. 26.000.000.000 (dua
puluh enam juta rupiah).

. Peguntukan

TPAPD diperuntukan bagi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan
ketentuan sebagai berikut :

1.

Besaran tunjangan bagi Kepala Desa adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus
lima ;Euluh ribu rupiah) per bulan;

Besaran tunjangan bagi Sekretaris Desa adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus
lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Besaran tunjangan para Kepala Urusan dan unsur kewilayahan yang ada di desa
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah di
tmgkat desa dengan memperhatikan keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas,
efisiensi dan efektivitas yang dstuangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah
Desa;

Ketentuan sebagaimana d;maksud pada angka 2 tidak ber!aku dalam hal
Sekretaris Desa telah diangkat menjadi PNS atau telah terdapat penempatan
Sekretaris Desa yang berasal dari PNS;

Terhadap Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS tetap berhak atas TPAPD
sampai dengan diterimanya gaji sebagai PNS;

Dalam hal Sekretaris Desa telah diangkat menjadi PNS, maka TPAPD yang
seharusnya diterima oleh Sekretaris Desa dapat dialokasikan bagi penambahan
TPAPD yang diperuntukan bagi para Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan,
setelah dilaksanakannya pergeseran anggaran pada saat dilakukannya perubahan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun
anggaran berjalan.

. Mekanisme Penyaluran TPAPD

1.

Pemerintah Desa membuka rekening atas nama bendahara desa pada bank yang
ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran TPAPD yang dilampiri dengan
berkas persyaratan pencairan kepada Bupati Garut c.q. Kepala Badan
Pemberdayaari Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut
melalui Camat setelah dilakukan verifikasi;

Kepala Badan' Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
Kabupaten: Garut meneruskan permohonan dimaksud, berikut lampirannya kepada
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten
Garut; :

. Kepala Dinas Pﬁndapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten

Garut menyalui’kan TPAPD langsung melalui transfer dari kas daerah ke rekening
Desa yang bersangkutan

q'PenyaJuran TPAPD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar

Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan persyaratan pencairan sebagai
berikut : _

a. Tahap Pertama
1) Daftar nq"minatif perangkat desa;
2) Keputus?fn Kepala Desa tentang penunjukkan bendahara desa;
3) Salinan :ﬂomor Rekening Bendahara;
4)' Kuitansi Penerimaan TPAPD Tahap |;



.

5) Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap I; dan
6) Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

b. Tahap Kedua
1) SPJ Tahab pertama yang telah dipertanggungjawabkan 100 %;
2) Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD) Tahap Ii;
3) Kuitansi Penerimaan TPAPD Tahap Ii;

F. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban TPAPD mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban ADD.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Guna menjamin terlaksananya seluruh kebijakan dan ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan ADD dan TPAPD, maka Pemerintah Kabupaten Garut dan Camat wajib
membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan
pengawasan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa, meliputi:

a.
b.

d.

memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD dan TPAPD;

memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang
mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban APBDesa;

membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset
desa; dan

memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,
meliputi:

a.

b
c.
d

memfasilitasi administrasi keuangan desa;,

. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

memfasilitasi pelaksanaan ADD dan TPAPD; dan

. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan

penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan
penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu :

a.

Pengelolaan
1. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan TPAPD;

2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan tingkat Desa; dan

3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan
ADD dan TPAPD oleh pemerintah desa.
Penggunaan

1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam
"APBDesg3;

2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;

3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
A  hasarnva.iumiah nenarima manfaat (frntama. dati kelomook miskiad: . .. .



V.

VL.

5. tingginya konstribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. terjadi peningkatan pendapatan asli desa; dan ‘
7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD dan TPAPD, perlu dilakukan pengamatan oleh Tim
Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan cara sebagai berikut .

a. bagi desa yang dalam peiaksanaan ADD dianggap berprestasi hendaknya diberi
penghargaan;

b. bagi Desa yang dalam penggunaan ADD dan TPAPD tidak sesuai dengan ketentuan
dikenai sanksi; dan

c. kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan
oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

PENUTUP

Pedoman pengaturan dan pelaksanaan ADD dan TPAPD di Kabupaten Garut Tahun
Anggaran 2009 merupakan landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaaan
ADD dan TPAPD. Apabila diperlukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pemerintah
Desa diberi kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengatur
secara lebih rinci penggunaan ADD dan penetapan TPAPD sesuai dengan situasi dan
kondisi serta kebutuhan desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan
Pedoman Pengaturan dan Pelaksanaan ADD dan TPAPD.

BUPATI GARUT
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